                                                                                                                  Jambi,        Februari 2023
Kepada :
Yth. Bapak Gubernur Jambi
Cq. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
di-
Jambi
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1. Secara umum substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Perda No 04 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
2. Masalah utama dalam perubahan Perda ini adalah terkait hadirnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja. Hal ini disebabkan keberadan UU Ciptakerja telah merubah sebagian, mengahapus sebagian peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah ketenagakerjaan, oleh karena itu Perda Ketenagakerjaan  sebagai bagian dan turunan dari peraturan yang terkait maslaha ketenaga kerjaan juga harus diubah.
3. Perubahan tersebut Nampak pada beberapa pasal  seperti pasal 38A ayat (3) tentang cuti. Masalah Jaminan Sosial sebagaimana diatur dalam pasal 44 Perda Perubahan in I, Masalah rumus UMP sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (6) Perda perubahan ini. Dll.


Meskipun demikian terdapat hal yang perlu dilakukan beberapa perubahan/ perbaikan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:   

	No
	PASAL
	INDIKATOR
	ANALISIS/KAJIAN
	REKOMENDASI/SARAN

	1
	Bagian mengingat, angka 2 UU No 19 Tahun 1957
	Sudah ada UU baru yang mengatur Prop Jambi
	Azas … dimana peraturan yang baru meniadakan yang lama
	Diubah menjadi UU No …

	2
	Penulisan pasal 
	Penulisan Pasal dalam perda perubahan tidak tepat
	Batang tubuh peraturan perundang2an perubahan hanya meliputi 2 pasal yang ditulis dengan angka romawi. 
Pasal I memuat nama aturan yang diubah lengkap dengan lembaran daerahnya.
Pasal II berisi saat keberlakuan
	Tambahkan dan ubah penulisan pasalnya.

	3
	Pasal 51 dan 
Pasal 52
	Duplikasi, dan hampir sama 
	Isi pasal 51 dan pasal 52 hampir sama, peraturan perundang-undangan juga diharapkan bersifat efektif dn efisien.
	Sebaiknha digabung saja, dengan digabungkannya kedua pasal tesebut maka pasal 52 sebaiknya dihapus.

	4
	Pasal  26 ayat 3 
	Kalimatnya tidak memberikan arti dan maksud yang jelas
	
	Diperbaiki kalimatnya

	5
	
	
	
	


          Tenaga Ahli, 
          Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.

